




A. Kesimpulan  
Media  televisi  lokal  Jogja  TV merupakan  stasiun  televisi  yang  berusaha 
untuk  menjalankan  sistem  pengorganisasian  produksi  berita  dengan 
melaksanakan fungsinya untuk memproduksi pesan yaitu berita. Berita menjadi 
produk  dari  bisnis  media  sebagai  usaha  untuk  memberikan  informasi  kepada 
pemirsa. Dalam menjalankan bisnis media, Jogja TV menemukan tekanan politik, 
dan tekanan sosial yang muncul dalam sistem pengorganisasiannya.  
Fungsi media sebagai  industri saat  ini seolah  lebih menjanjikan daripada 
menjadi  sarana  kontrol  sosial  politik. Berbagai  tawaran  informasi  dapat  diolah 
dan dipublikasikan selama media mendapat keuntungan.  
Selain  itu  Program  acara  Icip  –  icip  pada  SOP  (Standart  Operation 
Procedure),  ditentukan  oleh  Pasar.  Tugas  produser  yang  dalam  kenyataanya 
banyak  berbeda  dengan  teori,  disebabkan  karena  adanya  keterbatasan  dalam 
bidang finansial dan SDM. Jogja TV sebagai stasiun televisi yang baru enam tahun 
berdiri,  belum  memiliki  dana  (profit)  yang  besar,  sehingga  jumlah  karyawan 
bekerja  sedikit  masih  sedikit  dan  tidak  sebanding  dengan  tugas  yang  ada. 
Tampak dari produser divisi program yang berjumlah 12 orang harus memimpin 








Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  penulis  mengajukan  beberapa  saran 
bagi  Jogja  TV,  kiranya  dapat  menjadikan  pertimbangan  evaluasi.  Saran  dari 
penulis antara lain : 
1. Sebaiknya produser lebih memperkaya informasi tentang objek yang hendak 
diliput, agar dapat menyajikan informasi lebih mendalam, dan mengajukan 
pertanyaan menarik saat wawancara. 
2. Sebaiknya produser lebih intens dalam membangun hubungan dengan 
narasumber dan pihak pengelola lokasi shooting, baik ketika konfirmasi waktu 
shooting maupun relasi berkelanjutan. Komunikasi yang intens, tegas, dan 
jelas saat melakukan konfirmasi dengan narasumber akan sangat membantu 
mendapatkan kepastian. Sehingga tidak akan terjadi pembatalan mendadak 
dan sepihak oleh narasumber. 
3. .Rencana cadangan hendaknya selalu dipersiapkan untuk mengantisipasi bila 
terdapat kedala peliputan yang tidak terprediksi. Terutama ketika mengadakan 
liputan di luar kota, agar tim liputan tidak kelabakan mencari objek liputan di 
daerah yang belum begitu dikenal. 
4. Dalam menentukan rutinitas media di program acara Icip - icip, hendaknya 




Procedure), yaitu memberikan kewenangan pada produser untuk menjalankan 
kekuasaannya, seperti pemilihan tema, narasumber, menentukan materi. 
Karena produser lebih mengerti bagaimana cara memproduksi tayangan yang 
baik. Dengan begitu, diharapkan media dapat bersikap lebih netral. 
5. Karyawan Jogja TV memiliki peran ganda yang dilihat sebagai budaya 
efisiensi dalam sistem pengorganisasiannya. Hal tersebut dapat dijadikan 
pertimbangan bagi pihak perusahaan untuk membuat inovasi baru dalam 
memotivasi karyawan untuk lebih memiliki semangat kerja, dan rasa memiliki 
terhadap perusahaan. Baik itu dengan memberikan reward, jenjang karir, 
ataupun bonus.  
6.  Sebaiknya dilakukan evaluasi paska produksi yang melibatkan tim liputan 
dan penanggung jawab produksi, dengan membahas kekurangan dari liputan 
yang sudah terlaksana, bagaimana perbaikan yang harus dilakukan, fasilitas 
pendukung yang diperlukan, dan bagaimana kinerja tim liputan. Evaluasi ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas program dan kinerja tim, dengan cara 
bertukar pendapat melalui forum terbuka. 
7. Sebaiknya Jogja TV mengadakan penambahan jumlah produser untuk 
meringankan tugas produser yang sudah ada. Karena bila satu orang produser 
mengampu empat hingga lima program, menyebabkan kinerja produser 
kurang maksimal karena kurang dapat berkonsentrasi untuk mengembangkan 
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  Mengingat Negara  Republik  Indonesia  adalah Negara  berdasarkan  atas 
hukum  sebagai  mana  diamanatkan  dalam  penjelasan  Undang‐Undang  Dasar 
1945, seluruh wartawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan 
kemerdekaan  pers  yang  bertanggung  jawab,  mematuhi  norma‐norma  profesi  
kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa,  serta  memperjuangkan  ketertiban  dunia  berdasarkan 
kemerdekaan,perdameyan abadi, dan keadilan social berdasarkan Pancasila. 
  Maka  atas  dasar  itu,  demi  tegaknya  harkat,  martabat,  integritas,  dan 
mutu  kewartawanan  Indonesia  serta bertumpu pada  kepercayaan masyarakat, 





Wartawan  Indonesia  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, 
berjiwa  pancasila,  taan  kepada  Undang‐Undang  Dasar  Negara  RI,  kesatria, 







  Wartawan  Indonesia  dengan  penuh  tanggung  jawabdan  bijaksana 
mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik ( tulisan, suara, 
serta  suara  dan  gambar  )  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  dan 
keamanan  Negara,  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  menyinggung  perasaan 
agama,  kepercayaan  atau  keyakinan  suatu  golongan  yang  dilindumgi  oleh 
Undang‐Undang 
Pasal 3 
  Wartawan  Indonesia  pantang  menyiarkan  karya  jurnalistik  (  tulisan, 
suara,  serta  suara  dan  gambar  )  yang  menyesatkan  memutar  balikkan  fakta, 
bersifat fitnah, cabul, serta sensasional. 
Pasal 4 































  Wartawan  Indonesia  dengan  kesadaran  sendiri  secepatnya  mencabut 







  Wartawan  Indonesia  meneliti  kebenaran  bahan  berita  dan 
memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita. 
Pasal 12 
  Wartawan  Indonesia  tidak melakukan  tindakan plagiat,  tidak mengutip  karya 
jurnalistik tanpa menyebut sumbernya. 
Pasal 13 
  Wartawan  Indonesia  hatus  menyebut  sumber  berita,  kecuali  atas 





  Wartawan  Indonesia  menghormati  ketentuan  embargo,  bahan  latar 
belakang,  dan  tidak  menyiarkan  informasi  yang  oleh  sumber  berita  tidak 










  Wartawan  Indonesia  harus  dengan  sunggung‐sungguh  menghayati  dan 
mengamalkan  Kode  Etik  Jurnalistik  PWI  (KEJ‐PWI)  dalam  melaksanakan 
profesinya. 
Pasal 16 
  Wartawan  Indonesia menyadari  sepenuhnya bahwa penaatan Kode Etik 
Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing‐masing. 
Pasal 17 
  Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi 
atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik  ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari 
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan 
PWI. Tidak satu pihakpun diluar PWI yang dapat mengambil  tindakan  terhadap 
Indonesia dan atau medianya berdasar pasal‐pasal dalam Kode Etik Jurnalisti 
 
 
 
 
 
 
 
 
